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2014)+ 7 lampiran, Dibimbing Oleh Dr.Hj.Hasniati, M.Si dan Drs.Luthfi Atmansyah,
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Peningkatan kualitas pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih (Good Governance and Clean), perlu didukung dengan pengelolaan keuangan
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Cara yang tepat untuk mewujudkan
pelayanan tersebut adalah dengan menggunakan keuangan Negara yang dibelanjakan
melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam kegiatan publik baik di dalam
pemerintahan maupun perusahaan (usaha swasta) selalu diperlukan barang/jasa untuk
keperluan operasional. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga
kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk
mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan menjelaskan tentang Sistem
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Kabupaten Maros dalam pengadaan
barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian
dalam bentuk deskriptif. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam Sistem Informasi
yaitu Input (masukan), Process (proses), dan Output (keluaran/hasil).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Di
Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa kendala
yaitu minimnya sarana dan prasarana IT, termasuk terbatasnya jalur koneksi terlebih lagi
bagi penyedia yang bermukim pada daerah yang tidak tersentuh jaringan internet,masih
minimnya penguasaan dan kompetensi penyedia terhadap sistem pengadaan elektronik
yang ada.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengadaan Barang dan Jasa, ULP dan LPSE
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Improved quality of public services through good governance and clean, needs to be
supported by effective financial management, efficient, transparent, and accountable. The
right way to realize such services is to use state finances is spent through the process
Procurement of Goods / Services. In public events both in the government and corporate (
private business ) is always required goods / services for operational purposes. The
goods / services can not be avoided to maintain smooth operations and to ensure the
growth , where to get it can not be obtained instantly, but it takes the grace period.
This study aims to provide an overview and explain about Information System
Procurement in the Office of Procurement Services Unit ( ULP ) and the Electronic
Procurement Service ( LPSE ) In Maros in the procurement of goods and services. This
study used a qualitative approach to the type of research in descriptive form. The focus of
the research used in Information Systems is Input, Process, and Output (outcome).
These results indicate that Information Systems Procurement Unit in the Office of
Procurement Services ( ULP ) and the Electronic Procurement Service (LPSE) Maros has
been going well but there are some constraints, namely the lack of IT infrastructure,
including the lack of connection line moreover for providers who live in areas not touched
by the Internet, they still lack the mastery and competence of providers to existing
electronic procurement system.
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan
yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala
dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha
merebut pasaran atau langganan.Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulkan
dampak positif dalam organisasi/perusahaan, ialah mereka bersaing dalam
pelaksanaan layanan, melalui berbagai cara, teknik dan metode yang dapat lebih
menarik lebih banyak orang menggunakan atau memakai jasa/produk yang
dihasilkan oleh organisasi/perusahaan.
Peningkatan kualitas pelayanan public melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean), perlu didukung
dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Cara
yang tepat untuk mewujudkan pelayanan tersebut adalah dengan menggunakan
keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Dalam kegiatan publik baik di dalam pemerintahan maupun perusahaan
(usaha swasta) selalu diperlukan barang/jasa untuk keperluan operasional.
Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran
2operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk mendapatkannya tidak
dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu.
Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan
kemajuan dalam semua bidang kegiatan, temasuk kegiatan pengadaan barang dan
jasa. Apabila tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli
langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat
dilakukan secara tidak langsung. Sekarang ini sedang berkembang pengadaan
barang dan jasa melalui media teknologi informasi (misalnya : melalui internet) yang
dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang pada
awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang
dapat dipelajari dan diajarkan.
Disinilah letak hakiki dari sebuah teknologi informasi. Hal yang utama dalam
teknologi informasi adalah bagaimana data – data yang ada dapat menjadi informasi
yang valid, akuntabel, dan transparan.Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa
secara elektronik mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang
dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Kepres No. 80 Tahun
2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini
mengalami transisi perubahan kepada Kepres baru No. 54 Tahun 2010 yang
memuat tentang tata cara pelelangan barang dan pengadaan barang dan jasa yang
tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (E-procurement).
Proses secara elektronik ini adalah proses pengadaan barang/jasa
pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis
3web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi
yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Pelaksanan e-procurement
merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya
keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Rancangan Perpres, mulai tahun
2012 semua lelang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah wajib dilakukan secara elektronik.
Penerapan Sistem ini diterapkan oleh Pemerintah melalui LPSE. LPSE
merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem e-
procurement SPSE. SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan
oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia.
Instansi pemerintah di Indonesia sangat beraneka ragam begitu pula dengan
anggaran yang mereka miliki.Kondisi ini menjadi pertimbangan LKPP dalam
mengembangkan sistem e-Procurement. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah
Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun
2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas,meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan
4audit dan memenuhi kebutuhan aksesinformasi yang real time guna mewujudkan
clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( E-procurement ) aplikasi ini
dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan
biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan
audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan
clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Seiring dengan perkembangan system informasi yang semakin pesat dan
masyarakat modern dikenal sebagai masyarakat informasional, kenyataan yang ada
bahwa tidak ada lagi segi kehidupan dan penghidupan yang tidak disentuh oleh
infomasi. Dengan lahirnya perkembangan dan terobosan mengenai system
informasi telah melahirkan berbagai system informasi yang saling berinteraksi untuk
mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari dalam kinerja pada suatu instansi
dan mendukung kebutuhan pemecahan masalah dalam pemrosesan data dan aliran
informasi yang lebih cepat.
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kab. Maros yang
dioperasikan melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE). Dalam system
pengadaan barang dan jasa masih memiliki masalah dalam prosedur pelayanan
melalui system informasi. Tentu hal ini menjadi kendala bagi para penyedia
5Barang/jasa yang tidak akrab dengan penggunaan computer ataupun internet,
khususnya bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa yang mengalami
compuphobia yaitu perasaan ketidakamanan kerja, ketidakmampuan, khususnya
yang berkaitan dengan tata cara sistem innformasi pelelangan secara elektronik.
Pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah di Kab. Maros dalam
hal system pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat berjalan efektif sehingga
dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat, khususnya di
Kab. Maros. Pelayanan secara elektronik yang diharapkan masyarakat dapat lebih
mudah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan
efektif dan efisien, masih mengalami beberapa hal yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kab.Maros, sudah merupakan tugas pemerintah dan masyarakat Kab. Maros untuk
mampu mewujudkan penyelenggaraan pengadaan secara maksismal. Berdasarkan
latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
(LPSE) & Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Maros ”.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Sistem Informasi dalam
Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor LPSE Kabupaten Maros ?
6I.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa yang di terapkan di Kantor LPSE & ULP Kab. Maros.
I.4. Manfaat Penelitian
Dalam tujuan penulisan di atas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :
1. Manfaat Akademik
Mampu memberi informasi maupun referensi bagi civitas akademik dan
sebagai bahan bacaan dalam pengembangan ilmu serta dapat digunakan
sebagai bahan penelitian lanjutan ataupun bahan perbandingan bagi
penelitian dimasa mendatang.
2. Manfaat Praktis
Mampu memberikan sumbangan informasi terhadap instansi penyelenggara
pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan
dan acuan dalam penerapan system yang lebih baik dan akurat.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1. Konsep Sistem
II.1.1. Definisi Sistem
Suatu system dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari
dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu
tujuan. Suatu system dapat terdiri dari system-sistem bagian (subsistem). Masing-
masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau
terdiri dari komponen-komponen.subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling
berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran system
tersebut dapat tercapai. Semua susbsistem dapat berjalan dengan baik jika semua
unsur subsistemnya lengkap, demikian pula system manajemen perusahaan jika
semua unsur subsistemnya lengkap, maka system manajemen perusahaan akan
berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, dan James E. Rosenzweig dalam
buku mereka yang berjudul The Theory and Management of Systems, yang
diterjemahkan oleh Drs. S. Pamudji, M.P.A. dalam bukunya, Teori Sistem dan
Penerapannya dalam Management, mengemukakan bahwa suatu system adalah
suatu kebetulan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau
perpaduan hal – hal atau bagian – bagian yang kompleks atau utuh”.
8David B. Guralnik dalam Webster’s New World Dictionary antara lain dijelaskan
bahwa system adalah :
“a group of things or parts working together or connected in some way so as
to form a whole (the solar system, school system). Sekelompok hal, atau alat, atau
bagian yang bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga
membentuk suatu keseluruhan, (misalnya system tata surya dan system sekolah).”
Definisi system juga dikemukakan oleh Lucas dalam Kumorotomo dan Margono
(2009:8) “secara sederhana suatu system dapat diartikan sebagai suatu kumpulan
atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable-variabel yang terorganisasi,
saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu”.
Konsep lain yang terkandung di dalam definisi tentang system adalah konsep
sinergi. Konsep ini mengandaikan bahwa, di dalam suatu system, output dari
organisasi diharapkan lebih besar daripada output individual atau output masing –
masing bagiana. Kegiatan bersama dari bagian yang terpisah tetapi saling
berhubungan secara bersama – sama akan menghasilkan efek total yang lebih
besar daripada jumlah bagian secara individu dan terpisah (Murdrick et al, 1984:8
dalam Sugiyono,2010).
Dari pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa system adalah
suatu kumpulan unsur yang memiliki tugas masing – masing sebagai subsistem dan
saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.
Sebuah system memiliki 6 (enam) ciri yaitu (1) Perilaku berdasarkan tujuan
tertentu (2) Keseluruhan (3) Keterbukaan (4) Terjadinya Transformasi (5) Terjadi
9korelasi (6) Memiliki mekanisme control, artinya terdapat kekuatan yang
mempersatukan dan mempertahankan system yang bersangkutan.
Berdasarkan pengertian Gordon.B Davis (1992), system terdiri dari bagian-
bagian yang bersama-sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan, dengan
kata lain bahwa suatu system bukanlah merupakan suatu perangkat unsur-unsur
yang dapat diidentifikasikan sebagai kebersamaan yang menyatu disebabkan tujuan
atau sasaran yang sama.
System dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya
adalah sebagai berikut ini :
a.) System diklasifikasikan sebagai system abstrak dan system fisik. System
abstrak adalah system yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak
tampak secara fisik. System fisik merupakan system yang ada secara fisik.
b.) System diklasifikasikan sebagai system alamiah dan system buatan
manusia. System alamiah adalah system yang terjadi melalui proses alam,
tidak dibuat manusia. System buatan manusia yang melibatkan interaksi
antara manusia dengan mesin disebut dengan human-machine system atau
ada yang menyebut dengan man-machine system.
c.) System diklasifikasikan sebagai system tertentu dan system tidak tertentu.
System tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.
Interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga
keluaran dari system dapat diramalkan. System tidak tertentu adalah system
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yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung
unsur probabilitas.
System terdiri dari Subsistem yang berhubungan dengan prosedur
yang membentuk pencapaian tujuan. Pada saat prosedur dperlukan untuk
melengkapi beberapa proses pekerjaan, maka metode berisi tentang
aktivitas operasional atau teknis yang akan menjelaskannya.
Menurut Laudon dan Laudon serta Odgers dalam buku Irra Chrisyanti
Dewi (31 : 2011), system terdiri dari beberapa unsure antara lain :
a) Input (jenis input seperti data, informasi dan material yang diperoleh
dari dalam maupun luar organisasi).
b) Processing (pemrosesan dari input menjadi output melibatkan metode
dan prosedur dalam system).
c) Output (berupa informasi pada kertas atau dokumen yang tersimpan
secara elektronik, kemudian di distribusikan ke bagian yang
membutuhkan).
d) Feedback (mutlak diperlukan karena dapat mengevaluasi ekeftivitas
output yang dihasilkan).
e) Controling (dilakukan melalui dimensi internal dan eksternal).
II.1.2. Jenis Sistem
Ada beberapa jenis system yang dapat diguanakan dalam informasi yaitu :
1) System Abtrak dan Sistem Fisik
System abstrak adalah suatu susunan teratur gagasan atau konsepsi
yang saling tergantng. Sedangkan system fisik adalah suatu
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perangkat unsure yang secara bersama – sama beroperasi untuk
mencapai suatu tujuan.
2) System Deterministik dan Sistem Probabilistik
System deterministic beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan
secara tepat. Interaksi antar bagian – bagian diketahui dengan pasti.
Sedangkan system probabilistic dapat diuraikan dalam istilah perilaku
yang mungkin tetapi selalu ada sedikit kesalahan atas ramalan
terhadap jalannya system. Contohnya system pengadaan barang.
3) System Terbuka dan Sistem Tertutup
Sistem terbuka adalah system yang memungkinkan terjadinya
pertukaran bahan, informasi atau energy dengan lingkungannya.
Sedangkan system tertutup didefinisikan sebagai sebuah system
yang mandiri. System ini tidak bertukar materi, informasi atau energy
dengan lingkungannya.
II.1.3. Karakteristik Sistem
Model umum sebuah system adalah input, proses, dan output. Hal ini
merupakan konsep sebuah system yang sangat sederhana sebab sebuah system
dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Selain itu, sebuah system
memiliki karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut
bisa dikatakan sebagai suatu system. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
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a) Komponen System. Suatu system terdiri dari sejumlah komponen
yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk satu
kesatuan. Komponen – komponen tersebut dapat berupa suatu
bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat dari system yang
menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses system
secara keseluruhan. Suatu system mempunyai system yang lebih
besar.
b) Batasan System. Ruang lingkup system merupakan daerah yang
membatasi antara system dengan system yang lain atau system
dengan lingkungan luarnya.
c) Lingkungan Luar Sistem. Bentuk apapun yang ada di luar ruang
lingkup atau batasan system yang mempengaruhi operasi system
tersebut disebut lingkungan luar system. Lingkungan luar system ini
dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan
system tersebut.
d) Penghubung Sistem. Media yang menghubungkan system dengan
dengan subsistem yang lain disebut penghubung system atau
interface. Penghubung ini memungkinkan sumber – sumber daya
mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lain. Bentuk
keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem
lain melalui penghubung tersebut.
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e) Masukan Sistem. Energy yang dimasukkan ke dalam system disebut
masukan system, yang dapat berupa pemeliharaan (maintance input)
dan sinyal (signal input).
f) Keluaran Sistem. Hasil energy yang diolah dan diklasifikasikan
menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan
bagi subsistem yang lain.
g) Pengolah Sistem. Suatu system dapat mempunyai suatu proses yang
akan mengubah masukan menjadi keluaran.
h) Sasaran Sistem. Suatu system memiliki tujuan dan sasaran yang
pasti dan bersifat deterministic. Kalau suatu system tidak memiliki
sasaran, maka operasi system tidak ada gunanya. Suatu system
dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang
direncanakan.
II.2. Konsep Informasi
II.2.1. Definisi Informasi
Di tingkat individu aneka ragam informasi dibutuhkan seperti kebutuhan akan
pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan jenis produk atau jasa lainnya. Adapun
pengertian tentang informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk
yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk
proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang (Gordon B.Davis,
1999)
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Menurut R.J. Beishon dikutip Onong Uchjana (1989), informasi adalah
diinterpretasikan, barangkali, lebih luas daripada biasanya, yang mencakup isyarat
dan data yang diterima seorang manajer sehari – hariannya, apakah itu dampak
bersangkutan dengan pekerjaan atau tidak.
Definisi informasi yang lain dikemukakan oleh Samuel Elion dikutip Onong
Uchjana (1989), bahwa informasi adalah sebagai pernyataan yang menjelaskan
suatu peristiwa atau suatu objek atau suatu konsep, sedimikian rupa sehingga
membantu kita untuk membedakan dari yang lain. Arus informasi dalam suatu
jaringan komunikasi merupakan garis hidup suatu bisnis.
Sedangkan Shannon dan Weaver dalam Zakiyudin (2011 : 6), informasi
adalah jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Artinya,
dengan adanya informasi tingkat kepastian menjadi meningkat
Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah baik bersifat kualitatif
maupun kuantitatif dan memiliki arti yang lebih luas. Data yang diolah menjadi
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sesuatu yang
nyata dan dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang keadaan atau kejadian.
II.2.2. Karakteristik Informasi
Devis dalam Zakiyudin (2011 : 6) menjelaskan bahwa informasi memiliki
karakteristik sebagai berikut :
a) Benar atau salah. Informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap
kenyataan.
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b) Baru. Informasi benar – benar baru bagi si penerima.
c) Tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan
terhadap informasi yang telah ada.
d) Korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap
informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar.
e) Penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang ada sebelumnya
sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat.
Informasi akan bernilai jika ia memiliki manfaat bagi penggunanya. Nilai dari
informasi berbeda tergantung siapa yang memerlukan informasi tersebut.
Kendatipun informasi dapat diperoleh secara mudah, namun sesungguhnya masih
banyak manajer yang kekurangan informasi kalau yang dimaksud adalah informasi
yang berkualitas baik. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan
sekali efektivitas keputusan – keputusan manajer. Burch & Grudnitski dalam
Wahyudi Kumorotomo (1989:6) menyebut adanya tiga pilar utama yang menentukan
kualitas informasi,yaitu : akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi.
Syarat – syarat tentang informasi yang baik yang lebih lengkap diuraikan oleh
Parker dalam Wahyudi Kumorotomo (1989). Berikut ini adalah syarat – syarat yang
dimaksud :
a) Ketersediaan (availability). Sudah barang tentu syarat yang mendasar
bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi
harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.
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b) Mudah dipahami (comprehensibility). Informasi harus mudah dipahami
oleh pembuat keputusan, baik itu informasi yang menyangkut pekerjaan
rutin maupun keputusan – keputusan yang bersifat strategis. Informasi
yang rumit dan berbelit – belit hanya akan membuat kurang efektifnya
keputusan manajemen.
c) Relevan. Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah
yang benar – benar relevan denga permasalahan, misi dan tujuan
organisasi.
d) Bermanfaat. Sebagi konsekuensi dari syarat relevan, informasi juga
harus bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi juga harus dapat
tersaji ke dalam bentuk – bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh
organisasi yang bersangkutan.
e) Tepat waktu. Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Syarat ini
terutama sangat penting pada saat orgnisasi membutuhkan informasi
ketika manajer hendak membuat keputusan – keputusan yang krusial.
f) Keandalan (reliability). Informasi harus diperoleh dari sumber – sumber
yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengolah data atau pemberi
informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas
informasi yang disajikannya.
g) Akurat. Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kesalahan
dan kekeliruan. Ini juga berarti bahwa informasi harus jelas dan secara
akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.
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h) Konsisten. Informasi tidak boeh mengandung kontradiksi di dalam
penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar
penambilan keputusan.
Leman (1998) Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data dan memiliki
nilai tambah. Dari kategorinya informasi dapat dikelompokkan menjadi :
a) Informasi Strategi, informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan
jangka panjang, mencakup informasi eksternal (tindakan pesaing,
langganan), rencana perluasan perusahaan dan sebagainya.
b) Informasi Taktis, informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan
jangka menengah seperti informasi trend penjualan yang dapat dipakai
untuk menyusun rencana – rencana penjualan.
c) Informasi Teknis, informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional
sehari – hari, informasi persediaan stock, retur penjualan dan laporan kas
harian.
II.2.3. Kualitas Informasi
Menurut Adam dikutip Gordon B.Davis (1992) mengenai manajemen
terhadapsystem informasi, sebanyak 75% manajer menilai peningkatan kuantitas
dan kualitas hampir identik dampaknya terhadap prestasi kerja. Tetapi jika diminta
memilih, maka 90% lebih menyukai peningkatan dalam kualitas informasi
dibandingkan kuantitas. Informasi bervariasi dalam kualitasnya karena adanya
kesalahan, di mana kesalahan dalam hal ini merupakan persoalan yang sangat
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penting karena tehadap hal ini tidak dapat dilakukan penyesuaian sederhana.
Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh :
 Metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah.
 Tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar.
 Data hilang atau tidak terolah.
 Kesalahan mencatat atau mengoreksi data.
 File induk yang salah.
 Kesalahan dalam prosedur pengolahan.
 Kesalahan yang disengaja.
II.3. Konsep Sistem Informasi
II.3.1. Definisi Sistem Informasi
Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (Jogiyanto,
2009:11) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kenutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan
laporan-laporan yang diperlukan.
Pengertian lain dari Sistem Informasi, Menurut Wilkinson (2000 : 4) dalam
buku Sistem Akuntansi dan Informasi mendefinisikan system informasi adalah suatu
kerangka kerja dengan dengan mana sumber daya (manusia, computer)
dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi), guna
mencapai sasaran – sasaran perusahaan.”
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Pendapat lainnya dari Burch dan Strater dalam Moekijat (2005)
menggunakan istilah information system, bukan management information system,
computer bases management information system, atau istilah – istilah lainnya.
Information system atau system informasi dirumuskan mereka sebagai berikut :
“ A systematic, formal assemblage of components that performs data
processing operations to (a) meet legal and transactional data processing
requirements, (b) provide information to management for support of planning,
controlling, and decision making activities, and (c) provide a variety of report,
as required, to external constituents.”. (Kumpulan bagian – bagian yang
formal dan sistematis yang melaksanakan operasi pengolahan data untuk (a)
memenuhi persyaratan pengolahan data yang legal dan transaksional, (b)
memberikan informasi kepada manajemen untuk mendukung kegiatan –
kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan, dan (c)
memberikan bermacam - macam laporan seperti yang diperlukan oleh pihak
– pihak luar).
Information system yang diterjemahkan dengan “system keterangan” oleh
The Liang Gie juga dalam buku Moekijat (2005) merumuskan system informasi
merupakan rangkaian tata cara, pola kerja dan tata tertib yang menangani sebagai
suatu kebetulan yang lengkap keterangan - keterangan sejak pengumpulan melalui
penggunaan dan penyimpanannya sampai penyingkirannya untuk membantu
tercapainya tujuan dari sesuatu organisasi.
Menurut George M.Scott dalam buku ‘Prinsip-Prinsip Sistem Informasi
Manajemen’ pengertian sistem informasi adalah sistem yang diciptakan oleh para
analisis dan manajer guna melaksanakan tugas khusus tertentu yang sangat
esensial bagi berfungsinya organisasi.
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II.3.2. Fungsi Sistem Informasi
Fungsi sistem informasi yang terdiri dari serangkaian tahap sering disebut
sebagai siklus pemrosesan data, yang menjadikan transformasi data dari berbagai
sumber menjadi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai macam pengguna. Fungsi
ini terdiri atas 5 tugas atau fungsi: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen
data, pengendalian dan pengamanan data.
a) Pengumpulan Data
Biasanya ada beberapa tahap yang dilalui dalam pengumpulan data.
Tahap penangkapan data (data capture) adalah tahap penarikan data ke
dalam sistem. Bila data yang ditangkap bersifat kualitatif, langkah
pengukuruan mungkin juga diperlukan. Setelah ditangkap, data dicatat
(recorded) pada formulir-formulir yang dinamai dokumen sumber. Data
tangkapan mungkin juga divalidasi untuk memastikan akurasi atau
ketepatannya dan diklasifikasikan untuk dapat dimasukkan dalam kategori-
kategori yang telah ditentukan. Selanjutnya ditransmisikan atau dipindahkan
dari titik tangkapan ke titik pemrosesan.
b) Pemrosesan Data
Data yang terkumpul biasanyan menjalani serangkaian tahap pemrosesan
untuk dapat ditransformasikan menjadi informasi yang berguna. Tahap
validasi dan klasifikasi lebih lanjut dapat dilakukan. Data yang terkumpul
dapat diringkaskan dengan melakukan agregasi terhadap semua transaksi.
Data dapat dikelompokkan (batched) ke dalam kelompok dokumen yang
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menyangkut transaksi yang sifatnya sama. Selanjutnya data yang sudah
dikelompokkan disortasi (sorted) menurut satu ata beberapa karakteristik.
c) Manajemen Data
Fungsi manajemen data terdiri dari tiga tahap kunci: penyimpanan
(storing), pemutakhiran (updating), dan pengambilan ulang (retrieving).
Penyimpanan adalah menempatkan data di tempat penyimpanan yang
dinamakan basis data (data base). Data yang tersimpan merupakan riwayat
peristiwa mencerminkan status suatu kesatuan (entity), berfungsi sebagai
alat bantu perencanaan. Data disimpan secara permanen atau secara
sementara untuk menunggu pemrosesan selanjutnya. Pemutakhiran adalah
tahap penyesuian data simpanan agar mencerminkan peristiwa, operasi dan
keputusan-keputusan terbaru. Sebagai hasil pemutakiran, data yang telah
disesuaikan menggambarkan status suatu kejadian atau peristiwa terbaru.
Penagambilan ulang (retrieving) adalah tahap melakukan akses dan
menyarikan data simpanan. Data ambilan (retrieved data) ini digunakan
untuk pemrosesan lebih lanjut.
d) Pengendalian dan Keamanan Data
Data yang masuk dalam pemrosesan bisa saja salah, data mungkin
juga hilang atau dicuri selama pemrosesan, hasil pencatatan yang
dipalsukan selama pemrosesan dan sebagainya. Jadi, salahsatu fungsi
penting dari sistem informasi adalah melindungi dan memastikan ketepatan
data. Tahap validasi, yang telah disebutkan sebelumnya, juga merupakan
tahap pengendalian yang dapat dilakukan selama tahap pengumpulan data.
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Langkah pengendalian dan tindakan pengamanan antara lain meliputi
otorisasi, perujukan (rekonsiliasi), verifikasi dan tinjauan ulang (review).
e) Penyediaan Informasi
Fungsi terakhir dari sistem informasi ini, menempatkan informasi ke
tangan pengguna, dapat meliputi satu langkah atau lebih. Pelaporan
mencakup penyiapan laporan dari data olahan, dari data simpanan, atau dari
keduanya. Komunikasi terdiri dari (1) mebuat laporan yang mudah dipahami
dan mudah digunakan oleh pengguna dan (2) secara fisik menyampaikan
laporan kepada pengguna.
II.4. Konsep Pengadaan Barang/Jasa
II.4.1. Definisi Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
Dalam pengertian lain yang di jelaskan oleh Rocky Marbun SH,MH bahwa
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang
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dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun
oleh penyedia barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah
benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat
pembuat komitmen sesuai dengan penugasan kuasa pengguna anggaran.
II.4.2. Dasar – Dasar Pengadaan
II.4.2.1. Fungsi pengadaan
Menurut H.Subagya M.S (1994)di dalam bukunya menjelaskan bahwa
pengadaan merupakan segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan
memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku
dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menajdi ada. Termasuk di
dalamnya usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam
batas-batas efisiensi.
Dalam fungsi pengadaan ini dilakukan proses pelaksanaan rencana
pengadaan dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, serta rencana
pembiayaan dari fungsi penganggaran. Pengadaan tidak selalu harus
dilaksanakan dengan pembelian, tetai didasarkan atas pilihan berbagai
alternative dengan berpedoman pada prinsip alternative mana yang paling
praktis, efisien dan efektif.
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Pengadaan dapat dilakukan dengan cara:
a. Pembelian
b. Penyewaan
c. Peminjaman
d. Pemberian (hibah)
e. Penukaran
f. Pembuatan
g. Perbaikan
II.4.2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Proses pengadaan peralatan dan perlengkapan pada umumnya
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a) Perencanaan dan penentuan kebutuhan
Untuk menghindarkan pemborosan perlu diadakan pembatasan-
pembatasan kebutuhan terhadap perlengkapan dan peralatan.
Kebutuhan harus ditentukan secara tepat terutama mengenai tipe dan
spesifikasinya. Disamping itu ditentukan pula sumber dan jumlah dari
perlengkapan dan peralatan yang akan dibeli, hal ini diperlukan untuk
menentukan cara yang akan dilaksanakan dalam pembelian
terrsebut. Untuk barang yang jumlahnya/nilainya sedikit dan mudah
diperoleh biasanya digunakan cara pelelangan. Perencanaan proses
pengadaan/pembelian sejak dari awal sampai kepada barang
diterima ditempat harus telah disusun dan tergambar dengan jelas
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baik tahap demi tahap dari kegiatannya sendiri maupun jadwal waktu
secara tepat.
b) Penyusunan dokumen tender.
Dokumen tender adalah suatu dokumen yang berisikan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
suatu pelelangan. Dokumen ini biasanya disusun jauh sebelum
dilaksanakan pembelian dengan cara pelelangan dan isi dokumen
tender itu umumnya meliputi :
1. Undangan Pelelangan, berisi sebaiknya lengkap dan disusun
berurutan ke bawah. Lebih mudah diketahui antara lain ; cara
pemberian pekerjaan, pekerjaan yang akan dilelangkan,
sumber pembiayaan, tempat dan waktu pengambilan
dokumen tender, penjelasan pelelangan dan penyerahan
dokumen penawaran.
2. Petunjuk untuk para peserta pelelangan, biasanya berisikan
antara lain ; uraian pekerjaan, syarat peserta, tata cara
penawaran, kelengkapan dokumen penawaran, cara dan
syarat pembayaran, masa laku penawaran, jaminan
penawaran, waktu penyelesaian, tempat penyerahan barang,
syarat harga penawaran, penilaian penawaran, pengumuman
pemenang, penunjukan pemenang, pengmbilan jaminan
penawaran dan jaminan pelaksanaan.
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3. Syarat-syarat umum antara lain berisikan : asuransi, pajak dan
bea, pengepakan, berita acara serah terima barang, jaminan
mutu, sanksi, keadaan memaksa (force majeure),
pemberitahuan kelambatan, penyelesaian perselisihan,
domisili dan amandemen.
4. Syarat-syarat khusus (kalau ada), berisikan antara lain : buku
petunjuk operasi, pemeliharaan, pelayanan purna jual, kondisi
barang, angkutan, hak memanfaatkan barang dan surat
kuasa.
5. Syarat-syarat teknis dan gambar-gambar teknik, berisikan
antara lain spesifikasi teknis secara terperinci lengkap dengan
gambar-gambar teknisnya (kalau ada).
6. Bentuk-bentuk/formulir penawaran, berisikan tentang bentuk
formulir yang harus diisi dan disertakan oleh para peserta
pelelangan pada dokumen penawaran mereka.
7. Ikatan kontrak/surat perjanjian, berisikan contoh/standar
kontrak/surat perjanjian yang akan digunakan nanti.
c) Pengiklanan / penyampaian undangan lelang.
Dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat yang
berkepentingan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak
yang mampu dan memenuhi syarat untuk mengikuti tender. Iklan
dipasang pada media massa (biasanya surat kabar) dan undangan
disampaikan langsung kepada perusahaan/pihak lain yang
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diharapkan dapat mengikuti pelelangan tersebut. Dalam undangan
lelang semua kebutuhan yang akan dilelangkan diuraika secara
lengkap. Pada iklan dan undangan lelang dicantumkan pula tanggal
dan tempat pengambilan dokumen tender, serta tanggal dan tempat
pemasukan dan pembukuan dokumen penawaran.
d) Pemasukan dan pembukuan penawaran.
Setelah pengiklanan/penyampaian undangan lelang biasanya
dokumen tender disebarluaskan, baik dibagikan secara cuma-Cuma
atau dijual. Kepada rekanan diberikan kesempatan untuk mempelajari
terlebih dahulu dan kemudian diberikan kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang belum jelas. Pemberian penjelasan ini
dapat dilaksanakan secara tertulis atau langsung dalam suatu
pertemuan yang khusus diselenggarakan untuk itu. Dokumen
penawaran disampaikan kepada panitia setelah terlebih dahulu diberi
sampul bersegel dan dimasukkan sendiri ke dalam kotak tender untuk
menjaga kerahasiaannya.
e) Evaluasi penawaran.
Pada pelaksanaan tender yang sederhana biasanya penawar yang
terendah akan ditunjuk sebagai pemenang. Tetapi pada pelaksanaan
tender yang kompleks penawar yang terendah belum tentu menjadi
pemenang dan untuk itu diperlukan suatu system evaluasi tender
khusus, antara lain meliputi :
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a) Evaluasi Administrasi
b) Evaluasi Teknis
c) Evaluasi Faktor-faktor Lain (apabila diperlukan)
f) Pengusulan dan penentuan pemenang
Panitia pelelangan setelah mengadakan evaluasi, menyampaikan
usulan pemenang kepada pejabat yang berwenang untuk
menetapkan pemenang dengan dilampiri berita acara hasil evaluasi.
Dalam pelelangan pembelian peralatan dan perlengkapan milik
pemerintah, pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
berdasarkan nilai pelelangan.
a) Untuk nilai sampai dengan Rp.500jt pemenang pemenang
ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/ Pemimpin
Proyek.
b) Untuk nilai diatas Rp.500jt s/d Rp.1000jt pemenang ditetapkan
oleh pejabat Eselon I.
c) Untuk nilai diatas Rp.1000jt s/d Rp.3000jt ditetapkan oleh
Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah.
d) Untuk nilai diatas Rp.3000jt pelaksanaan oleh Menteri/Ketua
Lembaga Pemerintah, penetapan oleh Menko EKUIN.
g) Masa sanggah.
Kepada peserta lelang biasanya biasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada atasan dari
pejabat yang berwenang menetapkan pemenang mengenai
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ketetapan yang telah dikeluarkan panitia dalam pelaksanaan
prosedur pelelangan. Menurut ketentuan pelaksanaan APBN Tahun
1984 sanggahan dapat diterima apabila diajukan secara tertulis dan
disampaikan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah hari
pengumuman. Jawaban terhadap sanggahan tersebut juga secara
tertulis disampaikan kepada penyanggah selambat-lambatnya 4
(empat) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut. Apabila
sanggahan ternyata benar maka harus diadakan lelang ulang (re-
tender), tetapi apabila ternyata tidak benar atau tidak dapat diterima
maka proses pelelangan dilanjutkan sebagaimana mestinya yaitu
tahap-tahap berikutnya.
h) Penunjukan Pemenang.
Berdasarkan keputusan penetapan pemenang, Kepala Kantor/Satuan
Kerja/Pemimpin Proyek menunjuk pemenang pelelangan sebagai
pelaksanaaan pengadaan. Peserta yang menang wajib menerima
penunjukan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri
dalam hal yang demikian jaminan penawaran (Bid Bond) pemenang
tersebut menjadi milik Negara, dan calon pemenang ke-2 ditunjuk
untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lelang ulang terpaksa
dilaksanakan apabila pemenang ke-2 yang ditunjuk juga
mengundurkan diri. Penunjukan pemenang untuk pembelian dengan
dana dalam negeri diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan
apabila danana bersumber dari luar negeri serta pelelangannya
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dengan cara terbuka diberikan dalam bentuk Letter of Award. Untuk
lebih jelsnya periksa Bagian Petunjuk Umum Keppres 20 Tahun
1984, Inpres 1 Tahun 1988 dan Keppres 6 Tahun 1988 pada gambar
7.
i) Pengaturan Kontrak.
Setelah penunjukan pemenang, dibuatlah Surat Pesanan atau Surat
Perintah Kerja dan atau kontrak sesuai jenis transaksinya. Tahap
pengaturan kontrak ini biasanya meliputi kegiatan penyusunan draft
kontrak, permintaan persetujuan atas draft kontrak kepada pejabat
yang berwenang dan penandatanganan kontrak. Menurut ketentuan
pelaksanaan APBN isi kontrak harus memuat ketentuan yang jelas
mengenai :
 Pokok-pokok yang diperjanjikan.
 Harga yang pasti dan syarat-syarat pembayaran.
 Persyaratan dan spesifikasi teknis.
 Jangka waktu penyelesaian.
 Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi
kewajibannya.
 Status hukum.
 Hak dan kewajiban para pelaku yang terikat dalam perjanjian
yang bersangkutan.
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j) Pelaksanaan kontrak / penyerahan barang.
Setelah kontrak ditandatangani terjadilah ikatan antara pembeli
dengan penjual. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang
dan jasa dalam waktu, tempat dan harga yang telah ditetapkan,dan
pihak pembeli melaksanakan pembayaran. Apabila penjual gagal
memenuhi jadwal penyerahan barang atau tidak memenuhi
persyaratan-persyaratan yang dicantumkan pada kontrak, maka
kontrak akan :
a) Diberikan tambahan waktu (ditolerir)
b) Diberikan penalty (denda) sesuai ketentuan yang berlaku
c) Dibatalkan karena dianggap salah satu pihak tidak memenuhi
ketentuan dalam kontrak.
Khusus mengenai pelaksanaan kontrak pembelian luar negeri
perlu sekali mendapatkan perhatian khusus, hal ini mengingat
setelah penandatanganan kontrak sampai dengan penyerahan
barang atau jasa banyak lagi tahapan kegiatan yang harus dilalui,
antara lain :
a) Pengurusan pembukuan Letter of Credit (L/C).
b) Penunjukan Handling Importer.
c) Pengurusan pembebasan Bea Masuk (untuk barang milik
Negara).
d) Pengapalan.
e) Inklaring.
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f) Pengangkutan barang.
g) Pemeriksaan barang.
h) Training dan uji coba.
i) Serah terima barang.
Setelah penyerahan barang, dibuat Berita Acara Serah Terima Barang dan
Berita Acara Pemeriksaan Barang.
II.4.3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Menurut Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad (2008) pengadaan
barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang
dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat,
keterbukaan, transpraransi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas.
1. Efisiensi
Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam
jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.
2. Efektif
Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber
daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat
setinggi-tingginya.
3. Persaingan Sehat
Prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah
adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika
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dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
4. Terbuka
Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan
kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk
mengikuti pengadaan.
5. Transparansi
Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian
informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan
masyarakat.
6. Tidak Diskriminatif
Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah
pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan
jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.
7. Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah
pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para
pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 5 butir a sampai
dengan h, Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak
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yang terkait pelaksanaannya pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut :
a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa.
b) Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta
menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dalan pengadaan barang/jasa.
c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk
mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentinagan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang/jasa.
f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang (seperti kolusi)
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.
h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
member atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada
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siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa.
II.4.4. Metode Procurement (Pengadaan Barang)
Menurut Turban (2010, p251) setiap perusahaan menggunakan metode yang
berbeda dalam memperoleh produk dan jasa yang tergantung apa dan dimana
mereka membeli, kuantitas yang diperlukan, berapa jumlah uang yang terpakai dan
sebagainya. Metode procurement antara lain yaitu:
1. Membeli dari manufaktur, penjual grosir atau pengecer dari katalog-
katalog mereka dan adanya negosiasi.
2. Membeli melalui katalog yang terhubung dengan memeriksa katalog
penjual atau membeli melalui mal - mal industri.
3. Membeli melalui katalog pembeli internal dimana perusahaan menyetujui
katalog-katalog vendor termasuk kesepakatan harga.
4. Mengadakan penawaran tender dari sistem dimana pemasok bersaing
dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk pmbelian dalam jumlah
besar.
5. Membeli dari situs pelelangan dimana organisasi berpartisipasi sebagai
salah satu pembeli.
6. Bergabung dengan suatu kelompok sistem pembeli dimana memeriksa
permintaan partisipasi, menciptakan jumlah besar, kemudian kelompok
ini dapat menegosiasikan harga.
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7. Berkolaborasi dengan pemasok untuk berbagi informasi tentang
penjualan dan persediaan, sehingga dapat mengurangi persediaan, stock
out dan mempertinggi ketepatan pengiriman.
II.4.5. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa
Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk
menciptakan sinergi antara ketentuan pengadaan barang/jasa dan kebijakan –
kebijakan disektor lainnya. Langkah – langkah kebijakan yang akan ditempuh
pemerintah dalam pengadaan barang/jasa (Samsul Ramli, 2014 : 21) sebagaimana
diatur alam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 70/2012,
sebagai berikut :
a) Peningkatan Penggunaan Produksi Barang/Jasa dalam Negeri, yang
sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industry
dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan
daya saing nasional.
b) Kemandirian industry pertahanan, industry alat utama system senjata
(alutsista) dan industry alat material khusus (almatsus) dalam negeri.
c) Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, dan
kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
d) Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin
terlaksananya pembangunan berkelanjutan.
e) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
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f) Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses
pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
g) Peningkatan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab para
pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang
dan jasa.
h) Peningkatan penerimaan Negara melalui sector perpajakan.
i) Penumbuhkembangan peran usaha nasional.
j) Penumbuhkembangan industry kreatif, inovatif, budaya dan hasil
penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri.
k) Memanfaatkan sarana prasarana penelitian dan pengembangan
dalam negeri.
l) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan
Republik Indonesia.
m) Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di masing - masingKementrian/Lembaga/Satuan Kerja
Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.
II.5. Kerangka Pikir
Menurut Kenneth & Jane (2007) di dalam buku Danang Sunyoto (2014) ada
tiga aktivitas di dalam system informasi akan memproduksi informasi yang
dibutuhkan organisasi untuk membuat keputusan, mengendalikan operasi,
menganalisis permasalahan dan menciptakan produk baru. Aktivitas tersebut
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adalah input, proses, dan output.Input merekam atau mengumpulkan data mentah
dari dalam maupun dari dalam organisasi. Pemrosesan mengubah data input ini
menjadi bentuk yang berarti. Output mengirimkan informasi yang telah diproses
tersebut ke orang – orang yang akan menggunakan atau kepada aktivitas yang
akan menggunakan informasi tersebut. System informasi juga memerlukan umpan
balik yang merupakan output yang dikembalikan ke anggota organisasi yang tepat
untuk mengevaluasi atau mengoreksi tahapan input.
Dari penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan kerangka berpikir yang
dibuat sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini
Gambar II.1
Kerangka Pikir
Sistem Informasi
Pengadaan Barang & Jasa
Input Proses Output
Umpan Balik
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BAB III
METODE PENELITIAN
III.1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga
memudahkan penulis mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan
memahami system informasi pengadaan barang dan jasa.
III.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Layanan Pengadaan Sistem Elektronik
(LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros.sebagai instansi
yang mengatur dan mengurus masalah pengadaan barang dan jasa secara
elektronik.
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian
III.3.1. Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe
penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, yaitu memberi gambaran secara jelas,
membuat deskripsi mengenai masalah yang diteliti yaitu mengenai system informasi
pengadaan barang dan jasa di kantor LPSE Kab.Maros.
III.3.2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah Survey, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses
tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai
sampel yang dianggap refresentatif.
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III.4. Jenis dan Sumber Data
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.
b) Data Sekunder, yaitu sebagai data pendukung data primer dan
literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi yaitu di
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros dengan permasalahan dilapangan
yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka,
dan laporan – laporan penelitian.
III.5. Narasumber atau Informan
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :
1. Sekretaris LPSE Kab.Maros
2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa di ULP Kab.Maros.
III.6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :
a. Observasi Kualitatif. Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode
penelitian kulitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan
secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi
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(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitaif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam
penelitian ini, peneliti merekam/mencatat segala aktivitas dalam system
informasi pengadaan barang/jasa di Kab. Maros.
b. Wawancara Kualitatif. yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan
mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan
informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah
penelitian yang akan dilakukan.
III.7. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif
kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian
pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui
wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan selaku
pendukung data yang lain, seperti: sejarah ringkas instansi, struktur
organisasi, data lain yang berhubungun dengan penelitian.
42
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
IV.1.1 Kabupaten Maros
Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah
kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian
bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih
terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan.
Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros
sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri
dalam mengisi pembangunan daerah. Kabupaten Maros terletak di
bagian barat Sulawesi Selatan, secara geografis terletak antara 40o45 -
50o07 LS dan antara 109o205 - 129o12 BT. Dengan batas wilayah :
- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan adalah Kota Makassar
- Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone
- Sebelah Barat adalah Selat Makassar
Secara administratif Kabupaten terbagi menjadi 14(empat belas)
Kecamatan dan 103 Desa atau kelurahan. Kabupaten Maros memiliki
beberapa komoditi unggulan. Di sektor perkebunan komoditi yang
dihasilkannya antara lain berupa jambu mete sebesar 735 ton, kakao
sebesar 514 ton, dan kelapa dalam sebesar 290 ton.
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Sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Maros meliputi
perikanan laut dan perikanan darat. perikanan darat adalah yang paling
dominan di Kabupaten Maros berupa ikan bandeng dan udang windu
yang menjadi andalan di sub sector perikanan dan kelautan yang
pasarnya masih terbuka lebar baik untuk domestic maupun manca
negara selain itu wilayah pesisir Kabupaten Maros yang terbentang
sepanjang 31 km sangat cocok untuk budi daya rumput laut.Pada sub
sektor pertanian komoditas padi merupakan andalan Kabupaten Maros
dan menjadi salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan
disamping produk pertanian lainnya seperti jagung, kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar.
Pada potensi Sub Sektor perikanan Kabupaten Maros meliputi jenis
ternak besar dan keci seperti sapi, kerbau, kuda dan kambing sedangkan
jenis ternak unggas meliputi ayam kampung. ayam ras dan itik.
Sedangkan untuk Potensi sub sektor pertambangan Kabupaten Maros
memiliki potensi yang sangat besar, beberapa industri pertambangan
yang cukup besar beroperasi di Maros seperti Pabrik Semen dan Industri
pengolahan marmer dan penambangan bahan tambang galian C dengan
sistem penambangan terbuka. Kabupaten ini juga memiliki berbagai
sarana dan prasarana penunjang diantaranya jalan darat serta dukungan
sarana pembangkit tenaga listrik, air, gas dan telekomunikasi.
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GAMBAR IV.1 : Peta Kabupaten Maros
Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Maros
Visi : Terciptanya Pemerintahan yang Bersih, Amanah serta
Pelayanan Prima.
Misi :
 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 Meningkatkan sumber daya manusia
 Meningkatkan tertib administrasi di segala bidang
 Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
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Tujuan : Berjalannya pemerintahan yang mengacu pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemimpin
serta memiliki sasaran terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan
yang baik.
IV.1.2 Gambaran Umum LPSE Kabupaten Maros
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab.Maros dalam
meningkatkan pelayanan yang efisisensi, efektivitas, transparansi
persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa maka dibentuk Tim Layanan pengadaan barang/jasa secara
elektronik. Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Layanan LPSE Kab.Maros
adalah :
A. Penanggung Jawab
 Membina dan mengarahkan program kerja LPSE Kab.Maros.
 Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan
LPSE Kab.Maros;
B. Ketua
 Memimpin operasional harian LPSE
 Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan
LPSE
 Melaksanakan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas
sekretaris, trainer, verifikator, help desk dan admin LPSE
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 Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di
lingkungan Pemerintah Kab.Maros
 Menyampaikan laporan secara berkala kegiatan LPSE di
Kab.Maros
 Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LPSE
Kab.Maros
 Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan
LPSE di Kab.Maros
 Meminta dan menganalisa laporan dari tim teknis sebagai
bahan evaluasi
 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
C. Sekretaris
 Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE
 Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi
LPSE dengan lembaga terkait
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua
LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya
D. Anggota, terdiri dari :
1. Trainer
a. Memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan
barang/jasa, pejabat pembuat komitmen dan penyedia
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barang/jasa mengenai tata cara dan mekanisme
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
serta pengoperasian aplikasi LPSE
b. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kebijakan
yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.
2. Verifikator
a. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa
(setelah diterima dari helpdesk)
b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang
disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai
persyaratan pendaftaran.
c. Menyetujui/menolak permohonan pendaftaran penyedia
barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi.
d. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen
pendaftaran penyedia barang/jasa kepada admin PPE
untuk mendapatkan user id dan password, kemudian
disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan.
e. Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen
pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus
menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan
tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen.
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f. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia
barang/jasa
3. Helpdesk
a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses
pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun
hadir langsung di sekretariat LPSE
b. Membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa
c. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan
tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah secara
elektronik
d. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi
LPSE
e. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia
barang/jasa
4. Admin LPSE
a. Menyiapkan (set up) perangkat teknis (hardware)
b. Memelihara serves dan perangkat komputer lainnya
c. Menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble
resolution)
d. Memberikan informasi dan masukan kepada administrator
LPSE nasional.
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Visi, Misi dan Nilai LPSE Kab.Maros
 Visi Layanan Pengadaan Secara Elektronik :
“Mewujudkan Pengadaan secara Terintegritas berdasarkan
Prinsip, Etika dan Tata Nilai Pengadaan”.
 Misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik :
1. Menjalankan aturan pengadaan secara transparant
dan akuntabel.
2. Memberikan kepastian hukum di bidang PBJP.
3. Melaksanakan pembinaan di bidang PBJP.
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang
profesional
 Nilai Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik :
1. Efisien.
2. Efektif
3. Akuntabel
4. Transparan
5. Terbuka
6. Adil/Tidak Diskriminatif
7. Bersaing
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IV.1.3 Gambaran Umum Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Unit Layanan Pengadaan di bentuk sejak tahun 2010 berdasarkan
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir kali dengan
Perpres Nomor 95 Tahun 2007, serta Peraturan Bupati Maros Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pembentukan ULP Barang/Jasa Kabupaten
Maros sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Maros
Nomor 1 Tahun 2014.
Perangkat Organisasi dan Tugas ULP
A. Kepala ULP
 Melakukan koordinasi dengan SKPD lain.
 Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja
masing-masing.
 Mendisposisi usulan pemilihan penyedia ke Pokjaa.
 Menandatangani surat penyampaian hasil proses
pemilihan penyedia kepada SKPD.
 Memimpin rapat koordinasi tiap bulan.
B. Kepala Sekretariat
 Membuat perhitungan beban kerja Pokja.
 Membuat SKP daftar penyedia.
 Membuat draft usulan Pokja dalam bentuk SK.
 Memparaf surat-surat yang akan keluar.
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 Mengevaluasi kinerja Pokja.
 Memfasilitasi Rapat Koordinasi tiap bulan.
C. Koordinator Pokja
 Memeriksa Laporan proses pemilihan penyedia dengan
format tiap bulan berjalan.
 Mengkoordinir Pokja-Pokja ULP.
 Mengevaluasi Pokja.
 Meningkatkan Keahlian Pokja.
D. Pokja ULP
 Membuat Laporan proses pemilihan penyedia dengan
format tiap bulan berjalan.
 Mencetak dokumen proses pemilihan penyedia.
 Menayangkan pengumuman pemilihan penyedia di
www.ulpmaroskab.go.id
 Menghadiri rapat koordinasi tiap bulan.
E. Pokja Barang
Membantu tugas dan tanggung jawab kepala ULP dalam
melaksanakanpengadaan di bidang pengadaan barang
pemerintah, melakukan evaluasi danmemberikan penilaian
serta memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan
barangpemerintah.
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F. Pokja Pekerjaan Konstruksi
Membantu tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan
kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang
Pekerjaan Konstruksi pemerintah, melakukan evaluasi dan
memberikan penilaian serta memberikan masukan atas
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pemerintah.
G. Pokja Jasa Konsultasi
Membantu tugas dan tanggung jawab kepala ULP dalam
melaksanakan pengadaan di bidang Jasa Konsultansi
pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian
serta memberikan masukan atas pelaksanaan Jasa
Konssultansi pemerintah.
H. Pokja Jasa Lainnya
Membantu tugas dan tanggung jawab kepala ULP dalam
melaksanakan pengadaan di bidang Jasa Lainnya
pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian
serta memberikan masukan atas pelaksanaan Jasa Lainnya.
I. Urusan Verifikasi dan Umum
 Memverifikasi dokumen usulan proses pemilihan dari
SKPD dan membuatkan kertas disposisi.
 Membuat Laporan Usulan Proses Tiap Bulan.
 Mengagenda dokumen atau surat-surat yang masuk.
J. Urusan Pengendalian dan Pelaporan
53
 Merekap Laporan Pokja ULP tiap bulan.
 Membuat Laporan Hasil Pemilihan Penyedia tiap bulan.
 Memeriksa kelengkapan dokumen hasil proses
pemilihan.
 Membuat draft surat pengantar dokumen hasil proses
pemilihan ke SKPD.
K. Seksi Dokumentasi dan Arsiparis
 Membuat agenda dokumen arsip.
 Mengarsipkan dokumen hasil proses pemilihan
penyedia.
 Mendokumentasikan setiap kegiatan ULP.
IV.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian dan
pembahasan tentang Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di
Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) Kab.Maros. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data
menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan dengan beberapa
informan terpilih yang berisi tanggapan dan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan penelitian.
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan
pelaksanaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Unit
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Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kab.Maros, maka peneliti melakukan wawancara mendalam
terhadap informan yang terpilih terkait Pengadaan Sistem Pengadaan
Barang dan Jasa di Kabupaten Maros yaitu kepada Sekretaris LPSE
Kab.Maros, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Peserta Tender.
Adapun hasil penelitian dan wawancara tentang sistem informasi
pengadaan barang dan jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab.Maros akan diuraikan
sebagai berikut :
IV.2.1 INPUT
Dalam bukunya Moekijat, 1991:18 Pengantar Sistem Informasi
Manajemen, mengatakan bahwa input merupakan informasi atau data yang
telah atau akan dialihkan dari suatu media penyimpanan ekstern ke dalam
penyimpanan intern komputer. Adapun data yang akan diolah nantinya akan
menghasilakan informasi yang dibutuhkan. Seperti yang dikemukakan oleh
Gordon B.Davis, informasi adalah data yang telah diolah dan yang penting
artinya untuk pengambilan keputusan. Jadi, untuk memperoleh informasi
tindakan pertama yang dilakukan ULP dan LPSE Kab.Maros adalah
mengumpulkan data yang merupakan bahan mentah bagi terciptanya suatu
informasi.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
dengan PengadaanBarang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
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Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang/Jasa.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government
procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi
Pengadaan barang / jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan
salah satu dari proses pada proyek tertentu seperti proyek pemerintah yang
berskala besar. Pengadaan secara elektronik merupakan salah satu upaya
pemerintah agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat lebih efisien,
efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil serta akuntabel.
Input melalui pengumpulan data adalah kemampuan untuk
memasukkan data yang akan/siap diolah agar menjadi informasi yang
berguna. Menurut Leitch Rosses, Sistem informasi merupakan suatu sistem
didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolah transaksi
harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan (dalam Jugiyanto, 2005 : 11).
Menurut Bapak Zainuddin S,ST selaku Kelompok Kerja II (dua) di
Bagian Pokja.Pek.Konstruksi dan Jasa Konsultansi
“sistem pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui e-
procurement (lelang elektronik) yang dapat diakses secara luas, real
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time, tidak terbatas ruang & jarak dengan harapan menghasilkan
proses yang efisien, efektif, transparan dan akuntebel.”
(hasil wawancara pada tanggal 12 April 2015)
Dalam pelelangan elektronik (e-procurement) Sistem pengadaan
barang dan jasa di Kantor ULP Kab.Maros melalui sistem informasi yang ada
menyajikan informasi/data yang dapat diakses oleh semua stakeholder
dengan batasan khusus sesuai aturan yang diperkenankan. Informasi/data
yang dimaksudkan yaitu Data Program Kerja Tahunan, Paket
Pekerjaan/Kegiatan dan Tahapan Proses Lelang yang meliputi Waktu dan
Aturan main. Sedangkan informasi yang dimaksudkan adalah Informasi
Peserta Lelang yang meliputi Kualifikasi Perusahaan, Kemampuan
Keuangan, Tenaga Kepemilikan Peralatan oleh Perusahaan, dan
Ketersediaan Personil/Tenaga.Pendaftaran dilakukan melalui portal internet.
Pemilihan paket pekerjaan dan pengajuan penawaran dapat dilihat pada
jadwal lelang yang ada di portal.
Ada pun jenis barang atau jasa yang telah di lelang diantara nya 1.)
Barang, yang meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), Alat kesehatan, Alat
Pendidikan (Peraga), Obat-obatan, Peralatan Komputer, dan lain sebagainya
yang terkait dengan administrasi perkantoran 2.) Jasa, yang meliputi Jasa
Konstruksi dan Jasa Konsultasi 3.) Jasa Lainnya, yaitu Updating System,
Pemeliharaan/Perbaikan Alat, Jasa Penyewaan dan Jasa Asuransi.
Menurut Bapak Sukri, ST selaku Sekretaris LPSE
“dalam sistem pengadaan, untuk peserta yang sementara mengikuti
tahapan, data yang dapat diakses bersifat spesifik/khusus yang yang
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meliputi persyaratan lelang, kualifikasi peserta, dokumen yang harus
disiapkan, aturan main dan metode evaluasi lelang. adapun syarat
dalam sistem pengadaan barang dan jasa yaitu tersedianya sistem
yang memadai/mendukung, seperti SPSE/LPSE, para pihak yang
terlibat, mampu dan menguasai aplikasi pengadaan serta penyedia
maupun peserta memiliki sarana untuk mengakses sistem yang ada
termasuk tersedia koneksi internet yang memadai ”
(hasil wawancara pada tanggal 12 April 2015)
Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kab.Maros, ada beberapa masukan (input) yang terdapat dalam
sistem informasi pengadaan barang dan jasa, yaitu Surat Permohonan
Proses dimana peserta pertama-tama memasukkan dokumen berupa surat
yang akan di proses apakah barang atau jasa yang akan dilelang memenuhi
syarat, selanjutnya Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Kerja
Anggaran (RAK) , Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja
(KAK) salah satu salah kaprah yang sering terjadi dalam pengadaan adalah
pemahaman bahwa KAK itu hanya untuk Jasa Konsultansi, padahal KAK
dibutuhkan untuk seluruh jenis pengadaan.Di dalam KAK ditetapkan uraian
pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan besarnya biaya total
yang dibutuhkan. Selanjutnya Spesifikasi Teknis, Draft Kontrak, dan
Brosur/Gambar yang akan dilelang.
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Gambar IV.2
Input Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Sumber : ULP Kab.Maros
IV.2.2 PROSES
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, terutama
di bidang komputer dan informasi sangat brpengaruh terhadap kemajuan
pekerjaan suatu organisasi pemerintahan, swasta dan masyarakat. Meskipun
tiap – tiap organisasi tidak memiliki sumberdaya yang sama dalam mencapai
tujuan akan tetapi secara umum proses yang dilakukan organisasi dalam
mencapai tujuannya adalah dengan mengubah / mengatur sumber daya
input menjadi sumber daya output. Dalam sistem informasi pengadaan
barang dan jasa pada proses lelang, terbagi atas 3 jenis informasi yakni :
1. Informasi Strategis : Laporan/data hasil proses. Meliputi besarnya
nilai dan volume jenis pekerjaan.
1. Surat Permohonan Proses
2. Rencana Umum Pengadaan
3. RKA/OPA
4. HPS/RAB
5. Kerangka Acuan Kerja
6. Spesifikasi Teknis
7. Draft Kontrak
8. Brosur/Gambar
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2. Informasi Taktis : Aturan main dan persyaratan kualifikasi data proses
pengadaan.
3. Informasi Teknis : Bahan dan dokumen dasar persyaratan untuk
dapat di proses pengadaan barang dan jasa.
Untuk proses pengadaan barang dan jasa, semua data/informasi
yang dibutuhkan relatif mudah, cepat, dan tidak memungut biaya. Meskipun
pengadaan barang dan jasa telah berjalan sesuai KAK (Kerangka Acuan
Kerka), proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-
procurement) pun juga tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sistem
pengadaan barang dan jasa juga sering dijumpai berbagai kendala.
Menurut Bapak Sukri ST, selaku Sekretaris LPSE menyatakan bahwa :
“ada beberapa kendala yang dihadapi penyedia barang dan jasa,
yaitu minimnya sarana dan prasarana IT, termasuk terbatasnya jalur
koneksi terlebih lagi bagi penyedia yang bermukim pada daerah yang
tidak tersentuh jaringan internet, masih minimnya penguasaan dan
kompetensi penyedia terhadap sistem pengadaan elektronik yang
ada”
(hasil wawancara pada tanggal 12 April 2015)
Pendapat lain yang ditambahkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,
Bapak Zainuddin S.ST
“kesalahan yang pernah dan mungkin akan terjadi lagi lebih
disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga karena faktor di luar
kendali seperti overloading sistem menimbulkan crash/hang pada
sistem, update sistem yang membutuhkan waktu sehingga
menimbulkan waktu jeda”
(hasil wawancara pada tanggal 12 April 2015)
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Adapun yang termasuk kedalam Proses Sistem Informasi Pengadaan Barang
dan Jasa diantaranya ialah Penyusunan Dokumen Lelang yang telah di setujui
dan memenuhi syarat, Pengumuman Lelang, Pendaftaran dan Download
Dokumen, Tanya Jawab, Pemasukan Penawaran, dan Evaluasi Penawaran.
Dalam tahap terakhir Proses ini, Evaluasi terhadap penawaran yang akan
dilakukan harus dicantumkan dalam dokumen lelang. Adapun evaluasi
penawaran, terdiri atas :
1. Sistem Gugur : Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan
membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa dengan urutan proses
evaluasi dimulai dari penilaian kewajaran harga, terhadap penyedia
barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur;
2. Sistem Nilai : Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberi nilai angka
tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian
membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan
penawaran peserta lainnya.
3. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis : adalah evaluasi penilaian
penawaran dengan cara memberi nilai angka pada unsur-unsur tertentu teknis
dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan
berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan
barang/jasa, kemudian nilai unsur unsur tersebut dikonversikan ke dalam
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satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap
penawaran membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta
dengan penawaran peserta lainnya.
Dalam sistem pengadaan barang dan jasa terdapat 2 macam sistem
pengadaan, yaitu sistem pengadaan barang dan jasa lainnya & sistem pengadaan
pekerjaan konstruksi. Yang pertama sistem pengadaan barang dan jasa lainnya
diantaranya pelelangan umum yang di adakan pada pascakualifikasi (Metode satu
sampul dan evaluasi sistem gugur)dan prakualifikasi (Metode dua sampul dan
evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; Metode
dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaianbiaya selama umur
ekonomis), pelelangan sederhana yang hanya di lakukan pada pascakualifikasi
(Metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur), penunjukkan langsung,
pengadaan langsung, dan kontes.
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Gambar IV.3
Penunjukan Langsung
Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros
Yang kedua sistem pengadaan pekerjaan konstruksi diantaranya pelelangan
umum yang diadakan pada pascakualifikasi (metode satu sampul dan evaluasi
sistem gugur) dan prakualifikasi (metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan
sistem penilaian biaya ekonomis), pemilihan langsung yang hanya diadakan pada
pascakualifikasi (metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur), pelelangan
terbatas, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung.
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Gambar IV.4
Pengadaan Langsung
Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros
Tabel IV.1
Data Pengadaan ULP Kabupaten Maros
NO JENISPENGADAAN
2011 2012 2013
PAKET NILAI(M) PAKET
NILAI
(M) PAKET
NILAI
(M)
1 PENGADAAN
BARANG
122 54,08 163 50, 68 150 78
2 PEKERJAAN
KONSTRUKSI
266 107,66 633 105,4 354 176,3
3 JASA
KONSULTANSI
4 0,65 21 2,38 30 6,17
4 JASA LAINNYA 24 2,36 27 5,794 29 5,44
JUMLAH 416 164,76 844 164,76 563 265,94
Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Maros
64
Tabel IV.2
Data Pengadaan Tahun 2014
Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros
IV.2.3 OUTPUT
Output adalah hasil dari proses input yang kemudian diproses melalui
tahapan identifikasi, kalkulasi, penyortiran, dan penilaian yang menghasilkan
suatu data dan informasi yang akurat. Keluaran (output) adalah kemampuan
memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang
meliputi laporan-laporan maupun informasi kinerja yang diperlukan.
Tujuan dari pelaksanaan Sistem Informasi adalah untuk menghasilkan
informasi yang cepat, akurat dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan
organisasi dalam mencapai tujuannya salah satunya adalah pengambilan
keputusan, oleh karena itu untuk menyampaikan informasi yang telah
dihasilkan bentuk dari penyajian informasi itu juga sangat penting dalam
mendukung keberhasilan pimpinan dalam mengambil suatu keputusan.
NO URAIAN JUMLAH
1 JUMLAH PAKET 867 Paket
2 NILAI PAGU 312,95 M
3 NILAI HPS 309,99 M
4 NILAI PENAWARAN 304, 23 M
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Sehingga dibutuhkan penyampaian informasi yang harus dilakukan secara
cepat, tepat, dan efektif.
Bapak Zainuddin S.ST, selaku Kelompok Kerja II (dua) di Bagian
Pokja.Pek.Konstruksi dan Jasa Konsultansi menerangkan bahwa :
“tahap akhir dari sistem informasi pengadaan barang dan jasa adalah
Output. Dari tahapan akhir ini semua proses pengadaan akan di
lakukan secara online/elekronik. Dalam tahapan ini hanya ada dua
output yakni Hasil lelang dan Pengumuman Lelang.”
(hasil wawancara pada tanggal 13 April 2015)
Tanggapan lain yang ditambahkan oleh Bapak Sukri ST bahwa :
“Hasil akhir usulan penetapan lelang ini dimasukkan ke portal e-
procurement resmi oleh panitia lelang paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak pembukaan sampul penawaran. Pelaksana Kegiatan akan
melakukan verifikasi usulan panitia pengadaan pada data base. Jika
pemimpin pelaksana kegiatan tidak berkeberatan atas usulan panitia
pengadaan maka data usulan calon pemenang dalam waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak pemasukan data tersebut akan terkompilasi menjadi
pengumuman hasil pelelangan. Tata cara mengenai pembuatan
format berita acara mengikuti ketentuan yang ada pada lampiran II
Keppres nomor 80 tahun 2003.’
(hasil wawancara pada tanggal 13 April 2015)
Menurut Bapak Jalaluddin dari CV.Cakrawala Daysan mengatakan
bahwa :
”untuk info pengadaan barang itu saya dapatkan dari info dari teman
yang kerja di dinas jadi saya langsung disuruh untuk liat apa-apa saja
yang mesti disiapkan untuk ikut tender itu. Dan biasa juga dapat
informasi tender itu dari surat kabar. Dan dari segi penyampaian
informasi waktumulaidari pengumuman – penutupan sudah ada
jadwal yang sudah ditentukan jadi kami tinggal tunggu panggilan”
(hasil wawancara pada tanggal 4 Juni 2015)
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Gambar IV.5
Menu Akses LPSE Kab.Maros
Sumber : Layanan Pengadan Secara Elektronik (LPSE) Kab.Maros
A. Hasil Lelang
Tahap Lelang berupa Tahapan Pelelangan Umum Pascakualifikasi, Satu
Sampul dan Sistem Gugur. Dari tahapan ini akan dilakukan evaluasi
penawaran diantaranya Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan
Evaluasi Biaya.
 Evaluasi Administrasi
Mengecek :
 Surat penawaran :
 Ditandatangani dan bertanggal
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 Jangka waktu surat Penawaran
 Jangka waktu Pelaksanaan
 Surat Jaminan Penawaran
 Perusahaan Penerbit Jaminan
 Jangka waktu
 Nama peserta jaminan
 Besar nilai Jaminan
 Nama ULP
 Nama Paket yang dijamin
 Konfirmasi dan Klarifikasi
Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke evaluasi teknis
 Evaluasi Teknis
Menilai :
• Kesesuaian Spesifikasi teknis
• Jadwal Penyerahan
• Kelengkapan Identitas barang (jenis, tipe dan merek) (bila
perlu)
• Jaminan Purna Jual (bila perlu)
• Tenaga Teknis (bila perlu)
• Bagian pekerjaan yang di subkontrakan.
• Syarat teknis lainnya
ULP dapat melakukan Klarifikasi
Dapat menggunakan sistem nilai ambang batas
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Jika lulus =>1 peserta lanjutkan ke evaluasi harga
 Evaluasi Biaya
Menilai :
a) Hal-hal pokok
1. Total harga penawaran terhadap HPS
2. Harga satuan penawaran timpang (> 110% dari HPS)
3. Harga satuannya nol (0)
4. Perbedaan penulisan nilai dalam angka dan huruf
b) Evaluasi kewajaran Harga
1. Klarifikasi TKDN yang berbeda dengan perkiraan ULP
2. Klarifikasi penawaran < 80 % dari HPS
B. Pengumuman Lelang dan Sanggahan Hasil Lelang
Setelah tahapan Evaluasi Penawaran selanjutnya Pengumuman lelang
yang diantaranya Pembuatan Berita Acara Hasil Lelang, Penetapan
Pemenang, Pengumuman Pemenang, Sanggahan dan Sanggah Banding
serta SPPB/J.
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Gambar IV.6
Hasil Evaluasi Penawaran
Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros
Gambar IV.7
70
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
Sumber : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros
Menurut Bapak Sukri S.T, selaku Sekretariat LPSE menjelaskan bahwa
“Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan
pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan
sanggahan secara tertulis (hard copy) selambat-lambatnya 5 (
lima ) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
Untuk mendapat perhatian lebih dari segenap stakeholder
pelaksanaan pelelangan. Berdasarkan sanggahan dari
peserta lelang, Pelaksana Kegiatan akan menjawab secara
tertulis selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja sejak batas
akhir masa sanggah”
(hasil wawancara pada tanggal 13 April 2015)
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan
sistem informasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Maros dapat
dilihat dari beberapa tahapan yaitu, Input merupakan pengumpulan bahan
mentah yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar
organisasi.
Langkah utama yang dilakukan ULP dan LPSE Kab.Maros adalah
mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran/tujuan
organisasi. Terkait dalam tahapan input ini, beberapa syarat dalam sistem
pengadaan barang dan jasa yaitu tersedianya sistem yang
memadai/mendukung, seperti SPSE/LPSE, para pihak yang terlibat, mampu
dan menguasai aplikasi pengadaan serta penyedia maupun peserta memiliki
sarana untuk mengakses sistem yang ada termasuk tersedia koneksi internet
yang memadai.
Proses atau biasa disebut pengolahan data harus dilakukan sebaik-
baiknya. Proses dalam sistem informasi pengadaan barang dan jasa di
kantor ULP dan LPSE Kab.Maros yaitu terbagi kedalam 3 jenis informasi
yaitu, 1.) Informasi Strategis : Laporan/data hasil proses. Meliputi besarnya
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nilai dan volume jenis pekerjaan 2.) Informasi Taktis : Aturan main dan
persyaratan kualifikasi data proses pengadaan 3.) Informasi Teknis : Bahan
dan dokumen dasar persyaratan untuk dapat di proses pengadaan barang
dan jasa.Dalam proses sistem informasi pengadaan barang dan jasa ini
terdapat beberapa kendala yaitu minimnya sarana dan prasarana IT,
termasuk terbatasnya jalur koneksi terlebih lagi bagi penyedia yang
bermukim pada daerah yang tidak tersentuh jaringan internet, masih
minimnya penguasaan dan kompetensi penyedia terhadap sistem
pengadaan elektronik yang ada.
Output merupakan informasi yang dihasilkan dari input dan proses
yang dilakukan. Informasi yang dihasilkan merupakan informasi untuk para
peserta tender berupa Hasil Lelang dan Pengumuman Lelang serta
Sanggahan Hasil lelang yang di sajikan melalui jaringan internet.
V.2. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, dapat di rekomendasikan
beberapa saran yaitu, 1.) meningkatkan sarana dan prasarana IT yang
berkaitan dengan teknologi komputer mengingat perkembangan sistem
informasi manajemen yang berbasis komputer serta teknologi informasi yang
perkembangannya semakin pesat. 2.) meningkatkan pemanfaatan dan
penggunaan jaringan telekomunikasi yang dapat membantu para peserta
tender yang masih mengalami minimnya penguasaan komputer.
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